


Menetapkan

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota
Mataram Tahun 2024 Nomor 1 Seri B);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :
1.
2.

@

Daerah adalah Kota Mataram.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.

Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai unsur pelaksana
Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
BKD adalah Kepala Badan Keuangan Derah Kota Mataram.

Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan
memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman
Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat
Perintah Penyanderaan, dan Surat lain yang diperlukan termasuk
memerintahkan pemasangan tanda belum bayar pajak untuk
penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak yang tidak
melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah
serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak
dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan Penagihan Seketika dan sekaligus,
memberitahukan, Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan
menjual Barang yang telah disita.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut
ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa,
penyitaan dan penyanderaan.

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak
yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak,
Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo
pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis
pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
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Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk
sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang
tercantum dalam surat ketetapan pajak, atau surat sejenisnnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa,
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang,
Pembatalan Lelang, Jasa Penilai,dan biaya lainnya sehubungan
dengan Penagihan.

Penyitaan adalah Tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasai
Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak guna dijadikan
jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan
perundang-undangan.

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap
Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan
tertentu yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan
Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
Objek Sita adalah barang atau hak Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan terhadap utang
pajak.

Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang.

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara
penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam
jaringan (daring/online) melalui usaha pengumpulan peminat atau
calon pembeli.

Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat
oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan tentang lelang.

Gugatan atau sanggahan adalah upaya hukum terhadap
pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terhutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnnya
PBB-P2 yang terhutang kepada Wajib Pajak.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar daripada pajak daerah yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak daerah dan/atau
sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis
termasuk tanda belum bayar pajak daerah adalah surat dan/atau
media yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau
memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya.
Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak Daerah.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang selanjutnya disingkat
SPMP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kepala BKD
untuk melaksanakan penyitaan.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formular atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Wali Kota.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Pemberitahun Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh wajib pajak.




BAB 1I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur :
a. Pejabat dan Jurusita Pajak Daerah;
b. Tata Cara Penagihan;
c¢. Penagihan Pajak Daerah, yang terdiri dari :
1. Penagihan Pajak;
Teguran, Peringatan,
Penagihan Seketika dan Sekaligus;
Surat Paksa;
Penyitaan;

Pencabutan Sita,;

Lelang; _
. Penentuan Harga Limit; dan
0. Pembatalan Lelang.
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6. Penyandraan;
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BAB III
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Pejabat dan Jurusita Pajak daerah

Pasal 3

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Pajak Wali Kota menunjuk
Kepala BKD selaku Pejabat untuk melaksanakan Penagihan Pajak
Daerah.

(2) Pejabat sebagaimana tercantum pada ayat (1) berwenang :

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak daerah;
b. menerbitkan :

1.
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surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;

surat paksa;

surat perintah melaksanakan penyitaan;

surat perintah penyandraan;

surat pencabutan sita;

pengumuman lelang;

surat penentuan harga limit;

pembatalan lelang; dan

.surat dan/atau bentuk peringatan lain yang diperlukan

untuk pelaksanaan Penagihan Pajak daerah.




Pasal 4

(1) Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKD.
(2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi

Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi :

a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang
sederajat;

berpangkat paling rendah Pengatur Muda/Golongan II/a;

sehat jasmani dan Rohani;

mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
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Pasal 5

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau
janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat yang berbunyi
sebagai berikut:

a.

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya,
untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung,
dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun
juga”;

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau
tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali
akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga
sesuatu janji atau pemberian”;

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan
ideologi Negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-
undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik
Indonesia”;

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan
menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan
tidak membeda- bedakan orang dalam melaksanakan kewajiban
saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti
layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur,
menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 6

Jurusita Pajak diberhentikan apabila :
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meninggal dunia;

pensiun;

alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;

lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
melakukan perbuatan tercela;

melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
sakit jasmani atau rohani terus menerus




